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Dalam perjanjian utang piutang, Penjamin dilibatkan untuk menjamin utang Debitur. Selain daripada itu,
Penjamin juga diminta untuk melepaskan hak istimewanya, khususnya Pasal 1131 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (“KUHPer”). Dengan dilepaskannya hak tersebut, Kreditur dapat langsung menagih
Penjamin jika Debitur Utamalalai dalam melaksanakan kewajibannya dan Penjamin dianggap sebagai
Debitur akibat Penjamin secara tanggung renteng mengikatkan dirinya dengan Debitur Utama. Dari
landasan inilah, banyak Kreditur memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) atas
Penjamin dengan Debtur secara bersamaan ketika Debitur Utama lalai mel aksanakan kewajibannya. Akan
tetapi, di Pengadilan Niaga, terdapat diskursus mengenai bisa tidaknya Penjamin dilibatkan sebagai salah
satu Termohon PKPU bersamaan dengan Debitur Utama sebagaimana dimuat di dalam Putusan Nomor
212/Pdt.Sus-PK PU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PK PU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Oleh karenaiitu, skripsi ini akan membahas mengenai akibat hukum pelepasan hak istimewa oleh Penjamin,
pertimbangan hakim dalam Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan
Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PK PU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan analisis bisa tidaknya Penjamin yang
melepaskan hak istimewa ditarik sebagai salah satu Termohon PKPU (Pasal 1832 KUHPer dan Pasal 254
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan K ewajiban Pembayaran Utang
(“UUK-PKPU”)). Lebih lanjut, metode penelitian yang digunakan bersifat doktrinal, dimana pokok
permasal ahan akan dianalisis dan diteliti berdasarkan bahan pustaka guna memberikan penjelasan dan
menarik kesimpulan terkait permasalahan tersebut. Setelah melakukan penelitian, Penulis memperoleh
kesimpulan bahwa dengan dilepasnya hak istimewa Penjamin (Pasal 1831 KUHPer), Penjamin
berkedudukan sebagai Debitur dan Penjamin dapat menjadi salah satu Termohon PKPU bersamaan dengan
Debitur karena Pasal 1832 KUHPer serta Pasal 254 UUK-PKPU tidak menjadi penghalang ditariknya
Penjamin dalam forum PKPU.

...... In adebt and credit agreement, the Guarantor is engaged to guarantee the Debtor's debt. Other than that,
the Guarantor is also required to waive its privilege, in particular Article 1131 of the Civil Code
(“KUHPer”). By waiving the privilege, the Creditor can directly collect the Guarantor if the Principal
Debtor defaultsin performing its obligations and the Guarantor is considered as the Debtor as the Guarantor
isjointly and severally bound with the Principal Debtor. From this basis, many Creditors file a Suspension
of Debt Payment Obligation ("PKPU") against the Guarantor and the Debtor simultaneously when the Main
Debtor fails to perform its obligations. However, in the Commercial Court, there is a discourse on whether
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or not the Guarantor can be involved as one of the PKPU Respondents together with the Main Debtor as
contained in Decision Number 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Decision Number
57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Therefore, this thesis will discuss the legal consequences of the
waiver of privilege by the Guarantor, the judge's consideration in Case Study of Decision Number
212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Decision Number 57/Pdt.Sus-
PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., and analysis of whether or not the Guarantor who waivesiits privilege can be
withdrawn as one of the PK PU Respondents (Article 1832 of KUHPer and Article 254 of Law Number 37
of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations ("UUK-PKPU")).
Furthermore, the research method used is doctrinal, where the subject matter will be analyzed and
researched based on library materials in order to provide explanations and draw conclusions related to these
issues. After conducting the research, the author concludes that with the release of the Guarantor's privilege
(Article 1831 KUHPer), the Guarantor has the status of a Debtor and the Guarantor can be one of the PKPU
Respondents together with the Debtor because Article 1832 KUHPer and Article 254 UUK-PKPU do not
prevent the withdrawal of the Guarantor in the PKPU forum.



